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Abstract This accelerated certification program is a solution for the government in
protecting assets in the form of land which is very vulnerable to problems.
The aim of this research is to analyze and evaluate the implementation of the
regional property certification program. This research uses a qualitative
approach with the action research method, where this method has five stages,
namely: Diagnosing, Action Planning, Taking Action, Evaluating, Specifying
Learning. Data collection techniques were carried out by means of direct
observation and interviews with regional property managers in the area of
BPPKAD district asset management. Gresik. The results of the research show
that with the implementation of this accelerated asset certification program, it
can be recognized that the implementation has gone well, even the regional
land assets that have been certified have exceeded the specified targets.
However, BPPKAD Kab. Gresik also still needs to carry out outreach
regarding asset security and regular monitoring activities. Due to several
obstacles, this program did not run optimally.
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PENDAHULUAN

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah bagian dari barang milik daerah
(Agustin & Tarigan, 2022). Informasi aset di neraca dapat memperlihatkan
keunggulan ekonomi dan keadaan kekayaan yang diketahui oleh daerah. Dalam
informasi ini, masyarakat umum di daerah tersebut bisa menyimpulkan tingkat risiko
keuangan terkait dengan wilayah tersebut dan beberapa risiko yang terkait dengan
investasi di sana (Attar & Islahuddin, 2014; Yunus et al., 2022). Risiko tersebut terkait
dengan potensi keuntungan yang dapat direalisasikan. Selain itu, opini publik dan

masalah infrastruktur juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di
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daerah tersebut (Tangkuman & Mulalinda, 2014).

Sesuai dengan prinsip dasar Good Governance, dalam hal ini pemerintah daerah
harus melakukan pengaturan keuangan yang transparan dan akuntabel (Kurniawan,
2020); (Handayani & Nur, 2019). Dan tujuan akhirnya adalah setiap kekayaan daerah
(BMD) yang dikeluarkan dapat diterapkan kepada masyarakat luas daerah tersebut
dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai (Aring et al., 2020). Dalam PSAP 07, aset
tetap dalam neraca dibagi menjadi 6 kategori: Tanah; peralatan dan mesin; bangunan
dan gedung; jalan, irigasi dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan pekerjaan konstruksi
untuk proyek yang sedang berlangsung (Pratami & Rufaedah, 2020). Aset adalah salah
satu kategori yang paling sering terdapat adanya permasalahan dalam penyusunan
laporan keuangan (Labasido & Darwanis, 2019). Pengelolaan aset, khususnya untuk
aset tetap, bukan perkara mudah. Maka dari itu, daerah harus menjalankan aset tetap
yang dimilikinya dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku.

Adapun tindakan yang dilakukan untuk aset milik pemerintah daerah yaitu
adanya Pengamanan BMD atau aset yang merupakan kegiatan pengendalian secara
fisik, administratif, serta upaya hukum. Untuk mencegah terjadinya penurunan
fungsi, penurunan jumlah barang, serta kerusakan pada barang maka dilakukan
pengamanan fisik. Pengamanan administrasi berisi kegiatan penginventarisasian atas
dokumen penting kepemilikan daerah, sementara pengamanan hukum berisi kegiatan
untuk melindungi aset tersebut dengan melakukan proses pensertifikatan.

Strategi untuk menangani berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi terkait
Pengelolaan aset/barang milik daerah sudah sangat banyak dilakukan dengan baik,
apalagi untuk aset berupa tanah yang merupakan salah satu aset penting dan dapat
bernilai guna tidak untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang juga (Al-Zahra, 2019;
Yulianto & Suryana, 2018); (Saidah, 2019). Cara utama untuk pengelolaan kepemilikan
daerah dalam hal pengamanan dan pemeliharaan adalah dengan melakukan proses
sertifikasi tanah. Selain itu, BPPKAD Kab. Gresik telah menunjukkan tekad yang kuat
dalam melaksanakan program sertifikasi dan akan memfasilitasi proses penyelesaian
aset untuk mendukung tanggung jawab dan terwujudnya akuntabilitas pelaporan
dengan baik (Sutarsa, 2017; Winati et al., 2022). Melindungi aset milik pemerintah
Gresik dengan melakukan percepatan kegiatan sertifikasi merupakan langkah penting
dan efektif sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat Gresik.

Penelitian tentang Implementasi Program Percepatan Sertifikasi telah dilakukan

oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun, pada penelitian tersebut masih terdapat
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perbedaan baik hasil penelitian maupun pendapat dari penelitian terdahulu. Studi ini
didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan Rivandi et al. (2021) dengan
menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda. Berdasarkan permasalahan
tersebut, maka penulis tertarik membahas topik mengenai “Implementasi
Pengamanan Aset melalui Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah
berupa Tanah pada BPPKAD Kab. Gresik”. Perbedaan topik yang diajukan penulis
dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada Metode penelitian yang akan
digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi

pelaksanaan program sertifikasi properti daerah.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode action
research. Metode Action Research adalah sebuah metode penelitian yang sering
dipakai untuk melakukan pengujian, pengembangan, penemuan dan menciptakan
hal-hal yang baru. Menerapkan metode ini pada suatu pekerjaan akan membuat
sebuah proses pelaksanaan kerja menjadi lebih mudah, cepat, serta akan mendapatkan
hasil yang lebih berkualitas (Asrori & Rusman, 2020). Teknik pengumpulan data
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara dan
observasi, kemudian data sekunder digunakan sebagai tambahan bahan / referensi
atau studi literatur, seperti: regulasi, kebijakan, riset terdahulu, laporan kegiatan, dan
lainnya.

Metode action research membantu menjalankan pekerja agar lebih efektif dan
efisien. Hasan (2009) menjabarkan lima tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus
action research yang terdiri atas siklus diagnosing (masalah), planning action, taking

action, evaluating action, Specifying Learning.

Gambar 1 Action Research Cycle
Sumber : (Susman, 1983)
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Dalam pembahasan akan dianalisis secara mendalam mengenai hasil wawancara
dan observasi dengan menggunakan metode Action Research Cycle mengenai
Implementasi Program Percepatan Sertifikasi aset tanah pada BPPKAD Kab. Gresik.
Setiap pemerintahan terutama instansi yang mempunyai aset dengan kuantitas yang
sangatlah besar dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah pasti sering
menghadapi berbagai permasalahan. Kendala yang sering dihadapi instansi yang
mempunyai aset dengan kuantitas yang cukup besar dalam pelaksanaan pengamanan
BMD vyaitu seperti Aset Tanah Milik Daerah belum dilakukan sertifikat, Sudah
mempunyai sertifikat atas tanah yang dimiliki tetapi belum atas nama Pemerintah
Daerah, Aset Daerah diakui oleh orang lain, BMD yang keberadaanya tidak diketahui,
Dokumen kepemilikan aset masih dalam penyelesaian yang sangat lambat.

Salah satu strategi yang dipakai untuk menghadapi masalah khususnya pada
sertifikasi aset tanah, sebelum adanya program percepatan sertifikasi tepatnya pada
Tahun 2020 yaitu adanya pembentukan tim inventarisasi aset Pemkab Gresik. Dimana
pihak yang terlibat yaitu BPN, Kejaksaan serta seluruh tim dari Pemkab Gresik. Dalam
pembentukan tim ini hanya 21 sertifikat tanah yang sudah selesai dan terdapat 180
data tersisa masih dalam proses (Aring et al.,, 2020). Pembentukan tim aset ini juga
sebagai bentuk respon pemerintah mengenai kondisi yang terjadi pada saat ini.
Karena masih banyak sekali aset Pemerintah Gresik khususnya tanah yang hingga
saat ini masih belum tersertifikasi. Sesuai dengan data yang terdapat di bidang aset,
tanah milik Pemerintah Gresik yang telah bersertifikat pada waktu itu hanya 360
bidang saja. Kemudian pada tahun 2021 Kabupaten Gresik mulai gencar untuk
melakukan sertifikasi aset daerah. Setelah pada tahun itu, Kabupaten Gresik dapat
melewati target yang diberikan oleh KPK dalam hal sertifikasi aset milik pemerintah
daerah. Dimana target yang ditentukan yaitu sebesar 500 sertifikat, namun Tim
sertifikasi berhasil mencapai 600 lebih sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten
Gresik. Akan tetapi pada saat itu, bidang aset BPPKAD Gresik hanya melakukan
kegiatan inventarisasi pada aset milik daerah saja.

Namun, setelah Dinas Pertanahan ditutup kegiatan operasionalnya sejak akhir
tahun 2021 dan semua pegawai disebar di berbagai dinas, membuat adanya kebijakan
baru dalam program percepatan sertifikasi aset daerah Gresik, dimana semua
kegiatan atau proses pengsertifikatan milik daerah diserahkan kepada bidang
pengelolaan aset di BPPKAD Kab. Gresik. Sebelum itu, bidang aset hanya melakukan

kegiatan inventarisasi atau kegiatan pengamanan aset secara fisik dan administrasi
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saja seperti mencatat, mendata, menyimpan, hingga melaporkan aset yang menjadi
milik pemerintah dalam laporan keuangan di neraca. Kemudian dalam awal tahun
2022, program percepatan sertifikasi aset daerah Milik Pemkab Gresik dilakukan
dengan target pensertifikatan sebesar 1.352 Bidang Tanah, dimana tanah tersebut
tersebar di berbagai kecamatan (Ganindha, 2016; Tehupeiory, 2020). Dan dapat
dibuktikan pada tahun 2022 BPN telah mengeluarkan atau menerbitkan sebanyak 893
sertifikat tanah yang diserahkan kepada bidang aset BPPKAD Kab Gresik dan jumlah
penerbitan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, hingga saat ini BPPKAD kab. Gresik masih menjalankan
Program Percepatan Sertifikasi sebagai salah satu upaya untuk pengamanan aset
berupa tanah milik Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam fase pengimplementasian
program percepatan ini, masih terdapat beberapa kendala maupun kekurangan yang
dapat menghambat suatu pekerjaan. Maka dari itu, setelah peneliti melakukan
pelaksanaan tindakan yang ada, maka akan dilakukan evaluasi implementasi
Program percepatan sertifikasi tanah pada instansi.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut di atas, peneliti akan melakukan proses
wawancara dan observasi dengan beberapa staf dalam pengelolaan aset dan turut
aktif terlibat dalam sebagian proses pengamanan aset ini untuk memahami bagaimana
penerapan dan hal yang dirasakan oleh staf instansi. Kegiatan observasi digunakan
untuk mengumpulkan dan mencari data. Pengamatan ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi proses dan penerapan yang berjalan program percepatan sertifikasi
pada instansi tersebut dan melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan
pada BPPKAD Kab. Gresik, terutama di bidang penanganan aset.

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan mengajukan
pertanyaan kepada beberapa staf di bidang aset mengenai bagaimana implementasi
dalam program sertifikasi ini serta berbagai kendala yang dirasakan. Wawancara ini
juga dilakukan sebagai bagian dari komunikasi informal yang memungkinkan
diperolehnya informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Dalam wawancara ini, juga
dibantu alat-alat seperti perekam atau buku catatan untuk membantu dalam
keseluruhan proses penelitian. Setelah semua prosedur selesai, peneliti akan
menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi aset
tanah di BPPKAD Kab. Gresik.
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Gambar 1. Kegiatan pendampingan inventarisasi aset

Wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan staf bidang aset,
mengatakan bahwa beberapa kendala yang sering terjadi dalam penerapan program
percepatan sertifikasi aset tanah adalah kegiatan inventarisasi data aset sering
terhambat, tidak jarang dijumpai perbedaan antara data fisik dengan data dilapangan,
data yuridis tidak sesuai dengan data di Desa. Dokumen penting atau penunjang
mengenai aset tidak dapat ditemukan, adanya tumpang tindih dengan bidang tanah
lain (Overlap), perbedaan data aset yang tercatat dengan kondisi sebenarnya yang ada
di lapangan, Aset yang tersebar di berbagai wilayah.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 mei 2023 dengan Kasubbid
penatausahaan aset “ Dengan adanya program percepatan sertifikasi ini membuat kegiatan
inventarisasi menjadi hal yang sangat penting, apalagi program percepatan sertifikasi aset ini
semuanya diserahkan kepada bidang pengelolaan aset semenjak dinas Pertanahan ditutup.
Karena sebelumnya, kegiatan sertifikasi aset ini dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan bidang
aset hanya melakukan pengamanan administrasi tanah atau penginventarisasian dokumen atas
BMD. Tentunya hal yang kita urus juga banyak, untuk itu kita juga harus tanggap dalam
melakukan pencatatan informasi terkait sertifikat tanah agar semua aset mendapatkan
pengamanan administrasi yang baik, meskipun terkadang terhambat karena sebagian data
masih belum lengkap. Namun, kita berupaya sebaik mungkin dalam penatausahaan aset”.
Disini peneliti juga ikut serta membantu penginventarisasian sertifikat tanah. Hal
yang dilakukan seperti melakukan pendataan sertifikat dan di input pada website E-
Simbada mengenai penggunaan tanah baik untuk prasarana, sarana dan utilitas serta
jalan, informasi yang di input dalam E-simbada yaitu seperti nama penggunaan, no.
sertifikat, keterangan dan lain sebagainya.

Wawancara juga dilakukan pada Staf Bidang Aset pada tanggal 26 Mei 2023
menyebutkan bahwa, “Karena aset milik pemerintah daerah ini sangat banyak sekali

dan tersebar di berbagai daerah, membuat staf membutuhkan waktu yang sangat lama
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dalam proses pensertifikatan. Apalagi kita hanya 2 orang yang ditugaskan untuk
turun ke lapangan, jadi pasti waktu yang dibutuhkan juga tidak sedikit dan kita juga
harus melakukan persiapan dokumen seperti surat kuasa, dokumen alas hak,
informasi terkait peta bidang tanah yang jumlahnya tidak sedikit dalam pengajuan
pensertifikatan”. Kekurangan staf di lapangan membuat proses sertifikasi sedikit
terhambat. Hal ini juga dirasakan oleh peneliti, karena petugas yang melakukan
proses sertifikasi di lapangan juga melakukan pendataan dan persiapan dokumen
untuk diajukan sertifikasi. Sehingga peneliti ikut serta membantu dalam persiapan
dokumen seperti dokumen alas hak, peta bidang tanah, surat kuasa dan lain
sebagainya. Dan melakukan pendataan serta revisi dokumen di excel dan website E-
Simbada mengenai informasi terkait aset tanah yang sedang dalam tahap proses
pensertifikatan maupun yang sudah selesai pada tahap pengeluaran sertifikat.

Pada tanggal 30 Mei 2023, peneliti melakukan wawancara dengan staf bidang
aset. Mereka menyebutkan bahwa kendala yang sering terjadi dalam proses
percepatan sertifikasi aset tanah ini adalah aset tersebut tumpang tindih batas tanah
(overlap). “Terdapat BMD yang mengalami tumpang tindih dengan bidang tanah
lainnya dan hal ini baru diketahui setelah dilakukannya pengukuran atas tanah
tersebut. Dengan adanya masalah ini, proses sertifikasi tidak bisa dilanjutkan ke tahap

pendaftaran permohonan SK”.

Gambar 2. Kegiatan pembahasan program kegiatan

Adapun wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2023. “Masih banyak
sekali terdapat tanah milik pemerintah daerah yang mengalami perbedaan data antara
data fisik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan seperti letak, batas, dan luas bidang
tanah. Adanya dokumen penting atas Barang milik daerah yang hilang atau tidak
diketahui keberadaanya pada OPD selaku pengguna barang. Kemudian data yuridis

tidak sesuai dengan data di Desa/Kelurahan mengenai keterangan status hukum
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bidang tanah, pemegang hak dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita akan
mengajukan pendaftaran ke BPN yang pastinya tidak bisa sehingga proses
pensertifikatan terhambat”. Hal tersebut diatas, salah satu pemicu bisa terjadi seperti
dokumen penting terjadi kehilangan atau tidak tau keberadaanya karena data fisik
atas dokumen tersebut tidak disimpan dengan baik oleh OPD selaku pengguna BMD
serta kelalaian di masa lalu sehingga menghambat proses pelaksanaan sertifikasi
tanah. Selain itu, staf bidang aset juga mengatakan “Sepertinya perlu adanya
sosialisasi secara berkala dengan OPD mengenai pentingnya pengamanan secara fisik
pada data atau dokumen atas barang milik daerah serta bagaimana menyimpan
dokumen penting tersebut yang menjadi tanggung jawabnya seperti dokumen
perolehan, dokumen asal usul barang milik daerah dan lain sebagainya.” Apabila
saran ini dapat diterapkan dengan baik maka akan dapat mengurangi resiko atas

terhambatnya sertifikasi BMD atas kurang lengkapnya dokumen pendukung.
Pembahasan

Menurut H Listya (2010) indikator keberhasilan suatu program yaitu kesesuaian
bentuk rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian faktor yang telah terlibat,
memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, dan membangun sistem monitoring untuk
pembangunan selanjutnya. Penerapan suatu program membuat adanya dorongan
baru untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi hingga mencapai apa yang inginkan,
tentunya dibarengi dengan kerjasama yang baik antar pihak (Asfahani et al., 2023);
(Nita et al., 2022).

Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi Ketika peneliti diberikan
tugas secara langsung yang berhubungan dengan program percepatan sertifikasi.
Peneliti merasakan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa staf bidang aset
itu benar. Peneliti sering menjumpai perbedaan data yang terdapat di bidang aset dan
yang ada dilapangan, kemudian peneliti sering membantu dalam persiapan data awal
untuk pengajuan sertifikasi, Input data dan mungkin juga revisi pada Excel dan E-
simbada terkait informasi aset yang akan diajukan sertifikasi maupun aset yang sudah
tersertifikasi. Maka dari itu perlu diadakannya evaluasi dan perbaikan terkait
pengamanan aset secara fisik dan juga administrasi agar tidak menjadi penghambat
dalam program percepatan ini.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di BPPKAD
Kab. Gresik, terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi oleh instansi
diantaranya:

1. Inventarisasi data aset sering terhambat atau belum tuntas. Karena mungkin
adanya revisian dan data yang masuk belum lengkap sehingga bidang aset
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menunda kegiatan inventarisasi data aset tersebut. Namun, bidang aset juga
harus tanggap dalam melakukan pencatatan informasi terkait sertifikat tanah
agar semua aset mendapatkan pengamanan administrasi yang baik.

2. Adanya perbedaan data antara data fisik dengan kondisi dilapangan,
kemudian data yuridis tidak sesuai dengan data yang terdapat di Kelurahan.
Hal ini mengakibatkan saat bidang aset akan mengajukan pada tahap
pendaftaran permohonan SK BPN akan menolak permohonan tersebut.

3. Adanya tumpang tindih dengan bidang tanah lain (Overlap), Hal ini bisa
terjadi karena kelalaian dalam penerbitan sertifikat sehingga adanya sertifikat
ganda dan pada saat diketahui setelah pengukuran tanah maka proses
penerbitan sertifikat tidak dapat dilaksanakan.

4. Penyimpanan data fisik terkait dokumen pendukung untuk aset daerah dirasa
masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan masih minimnya tempat untuk
menyimpan data data penting dan kurang disiplinnya pengamanan aset yang
dilakukan pengguna barang. Mungkin hal ini dapat diminimalisir dengan
memberikan sosialisasi dengan OPD terkait mengenai pentingnya
pengamanan aset secara fisik.

Specifying Learning yaitu mengkaji setiap keberhasilan maupun
ketidakberhasilan dari adanya intervensi tindakan (Abdurahman et al., 2023; Agustina
et al., 2023). Adapun keberhasilan yang dicapai dalam penerapan program percepatan
sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik yaitu Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil
mengoptimalkan proses pensertifikatan pada tahun 2022. Dapat dibuktikan pada
tahun 2022 BPN telah mengeluarkan atau menerbitkan sebanyak 893 sertifikat tanah
melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan keterangan (1) dari 893 sertifikat selesai
(853 tahun 2022, 37 PBT sebelum tahun 2022), (2) di tahun akhir 2022 terdapat sisa 141
berkas dalam proses dengan rincian: 58 berkas dalam proses peta bidang tanah, 2
berkas peta bidang tanah selesai namun belum melakukan permohonan SK, 56 berkas
dalam proses permohonan SK, 18 berkas SK selesai namun belum didaftarkan
pendaftaran SK, 4 berkas dalam proses pendaftaran SK).

Manfaat lain dengan adanya program sertifikasi ini yaitu pastinya memberikan
perlindungan atau pengamanan baik fisik maupun hukum dengan ter-sertifikatnya
tanah atas milik pemerintah daerah tersebut. Kemudian, dengan adanya pengamanan
secara fisik berarti BMD tersebut sudah memiliki bukti fisik bahwa tanah tersebut
sudah bersertifikat atas nama pemerintah, pengamanan secara hukum berarti BMD
tersebut sudah terbebas akan adanya sengketa hukum seperti tumpang tindih dengan
bidang tanah lain, dan lain sebagainya.

Fakta yang ada di lapangan disebutkan bahwa masih banyak terdapat
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BMN/BMD yaitu berupa tanah yang masih belum disertifikatkan serta masih terdapat
permasalahan hukum atas aset tersebut yang pada akhirnya akan berujung pada
sengketa di pengadilan (Rivandi et al., 2021). Hasil wawancara dengan beberapa staf
bidang aset juga menyebutkan masih banyaknya masalah terkait pengajuan
pensertifikatan di BPN, salah satunya karena permasalahan hukum serta hilangnya

dokumen pendukung. Hal ini menyebabkan, proses pensertifikatan dapat terhambat.

KESIMPULAN

Dari hasil observasi, wawancara dan analisis data yang telah dilaksanakan di
BPPKAD Kab. Gresik, dapat disimpulkan bahwa program percepatan sertifikasi di
BPPKAD Kab. Gresik akan dapat diterapkan lebih baik lagi apabila terdapat sosialisasi
secara rutin dan berkualitas kepada OPD mengenai pentingnya pengamanan BMD
yang terdapat di Kabupaten Gresik. Tujuan dari adanya program percepatan
sertifikasi ini adalah sebagai respon Pemkab Gresik dan upaya untuk mendukung
realisasi banyaknya aset daerah yang bersertifikat, dimana pada saat itu aset milik
daerah masih banyak sekali yang belum disertifikatkan. Dengan adanya program
percepatan sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik ini secara garis besar dalam
penerapannya telah berjalan dengan sesuai, dengan ini dapat dilihat pada tahun 2022
sebanyak 893 sertifikat telah dikeluarkan oleh BPN. Setelah adanya implementasi
percepatan sertifikasi, di berbagai instansi menunjukkan lebih baik dalam
pengamanan asetnya. Tentunya dengan adanya kerja sama antar berbagai pihak
seperti OPD, bidang aset, kelurahan/desa dan juga BPN membuat program
percepatan sertifikasi ini dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya pengamanan
aset secara administrasi, fisik dan hukum menjadi lebih aman dan tertib dari
sebelumnya. Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran agar lebih

memaksimalkan program percepatan sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik.
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